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bahwa untuk melaksanakan kelentuan Peraturan Menteri U&Eﬁ prn: Zc.:ca 13 Tahun qaco F:E:rrtanoszs Pengelolaan Keuangan Daeral
Pasal 160 ayat (5), Pergeseran >_._mwmqm: antar Unit O_.mm_._m»m.. u.:.,: xom._ﬁma dan antar Jenis Belanja dapat dilakukan dengan cara merubal
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan wa_ms._w UmnBF maka perlu melakukan Revisi dan Pergeseran ?_Ew_ Anggaran Pendapata
dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran qo_w g

vmsim hasil vnacmrmmmz Pergeseran Tahap | Anggaran wnanuuﬁsz dan Belanja Daerah Kota ooEEm_c Tahun ._p_fumns 2013 antara Ua.a.:
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan v_..:,_a_._:

. 1 Kota Gorontalo telah beroleh Persetujuan ?.suﬁma Dewan mr_ﬁ.mr:m: Rakya
Daerah; 2 : s ’ . _

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana &Bmﬁ:& n_u_ms._ huruf a dan huruf b perlu menctapkan -Peraturan Walikota Gorontalo tentang
Pergeseran Tahap | Anggaran Pendapatan dan Belanja Unoar q.n?_: >=E.._ua= 2013;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang vﬁzvn::._wg Uunn& dacrah ‘Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara xc?&:r Indonesiz
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Zamm_.m.wnncc_ ik Indonesia Nomor 1822);
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o~
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan -Nega'rﬁ ﬁng Bersih-dan Bebas dari Korupsi, Kolust dan Nepotisme (Lembara
Negara chubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ne;,nra Republik Indonesia Nomor 3851); :

Undang—Unddng Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Reuang,an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah chmh'lmn Negat
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara- Republik Indonesia Nomor 4028):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 téntang Keuangan Negara {Lembamn Ne;,ara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7004 tentang Pcrbendaharaan Ne;_,ara (Li.mbamn Ncmm Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1 2004 tentang Pemeriksaan. Pengc!o!aan dan Tang,bung, Jawab Kcuangan Negara (Lembaran Negar
Republik Indomsm Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Neuara Republik Indonesia Nomor 4400);

Unddn;,-Undan-- Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan l’embam.unan Nasional (Lembaran Negdra [{Lpuhhk Indonesi
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubh!\ Indonesia Nomor 4421): '

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrmmhan Daerah (Lembaran Negara Rnpuhhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 12¢

* Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 4437) sebagaunana telah beberapa kali d:uluh terakhir dengan Undang-Undan

Nomor 12 ° Tahun '3008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor $9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesi
Nomor 4844) :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar

- Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:_:waf 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan R(_;'lrib_usi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200

. Nomor 130, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); -



4.

15.

o

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratumn Perundang-undangan ¢ {-.,mh*mm Negara Republik  Indonesi.

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan (.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234,

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prolokoh.r dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Numm 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor?! Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nombr-i"-?li};

b Pveratt,im Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang I’engcloléan'i{eﬁangﬁn Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesi:

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
Pcraul-'ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 u.ntang Standar Akuntansi Pemerintahan  (I.embaran Negam Rt:'puhlik Indonesi:
Tahun2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R«:pubhk Indonesia Nomor 4503);

Peraturan’ Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indomm Tahun 2005 Nomor 137
‘Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4575); _

. Peraturan’ Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang Slstcm Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi:

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norior 4576}: -
Peraturan Pemerintah Nomior 58 Tahun 2005 lcntang.: ; Peﬂbclolaan Keuangan Dacrah  (Lembaran Negara Republik  Indonesi:
Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoncma Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Ped(_)_man Penyusunan dan Penerapan Standar Pclayanan Minigial (Lembaran Negar:

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

) l’erauu_i-an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembara

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595):
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20. Peraturan wnar::_..: Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuans gan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nepara Republ:

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

.21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun No: tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia Nomor 5219)

22, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun No_q Ea.mzm. Hibah an,.._r (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomior S, Tambahs

rnw:g;:_ Negara Republik _saozov_u 7@52 3273,

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Dacrah sebagaimana telal beberapa ka

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 _,.H..&.Ea 2008 -

24. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 21 Tahun 2007 HEBF 1216_2:_.5_&: Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran da
Pertanggungjawaban Penggunaan wrreu wozcewsm Ovﬁmm_oza_ Pimpinan DPRD-serta Tata huE Pengembalian Tunjangan Komunika:
Intensif dan Dana Operasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 temang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belatja Dacra
Tahun Anggaran 2013; . . R o

—-—

26. Peraturan Daerab Nomor 9 Tahuri 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Eﬁu_u..?__.c.: Anggaran 2013 (Lembaran Daera

Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 9); ; ..

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2013 _r_:._:m. Persetwpuan Revisi dan Pe ergesera

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN- : .
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG _vmxomj SE 7 ANCANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI

TAHUN ANGGARAN 2013, . -
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Pasal |
Pergeseran Anggaran Pendapaian dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas

i

i 1. Pendapatan :

. a.  Pendapatan Asli Daerah sejumiah’ y : Rp. | 1.34.378.892.;’50,00
b.  Dana Perimbangan sejumlah '_'. '. Rp. 473.739.124.087,00
. ¢ lain-fain pendapatan daerah yang sah sejumlah B Rp. 73.237.194.910,00
Jumlah Pendapatan R ~ Rp 681355211 .247,60

2. Belanja: - |

a.  Belanja tidak langsung -

1. Belanja pegawai. sejumlah ) Rp. ' 377.049.753.884,00
2. | Belanja Bunga sejumiah - - Rp. : 2.173.000.000,00
3. Belanja Hibah scjumiah " R .' ' 16.626.637.944.00
4. Bél'ahja.Bamuan Sosial sejumlah T '_ - Rp. . 6.!87.500.000,&)0
5. - Relanja tak lerd-uga sejumiah , ' Rp. ' ' 5&)().()0().000,60

Jumlah Belanja tidak langsung ’ Rp. 402.338.891.828.00
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.
b.  Belanja langsung : . )
1. Belanja pegawai sejumlah : . Rp. ' 42.138.801.207,00
2, Belanja barang dan jasa scjumlah Rp. 143.976.124.407 00
3. Belanja Madal sejumiah . Rp . 131.242.190.959,00
Jumlah belanja langsung - T Rp. 3173571 l6.573‘,6()
Jumlah belanja | ' ' Rp. 719.896.008.401,00 -
Surplus/(Defisit) ‘Rp. (38.540.797.154,00)
3. Pembiayaan : - ‘ - ; . . '
. a Penerimaan sejumiah o Rp ) 41.040.797.154,00
b.  Pengeluaran sejumlsh ' " Re ' 2.500.000.000.00
Jumlah pembiayaan Neto . Rp . 38.540.797.154,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan , S Rp - : 00

“Pasal2 . - |

Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatar} dan Belanja Daerah sebagaiiﬁhna ‘diiih'ajl'tSudﬂa!hm Pasai. { tercantum dalam Lampiran { Peraturan Walikota ini. -

Pergeséran Anggaran Pendapatan dan Belalﬁa Daerah sebagaimana dimaksud @aﬁgp?aéal 1 dirinct lebih kanjut dalaim Lampiran 11 Peraturan Walikota ini.
' ' Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yahg tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal §
Pelaksanaan voﬁomn-wa Anggaran vaz%vuaz dan Belanja Daerah yang ditetapkan datam peraturan ini dituangkan lebih _uz._.: datam Dokumen Pelaksanaa:
Angparan Satuan Tncm 19,3%” UunBr sesuai nnz:..: ketentuan RE:%:@.::%:@»: .

T . ~ Pasal 6
Peraturan Walikoia E.BEE caq._wr._ Eam tanggul diundangkan. - .
Agar setiap orang Boamnsrs:ﬁ ..B.oin::ﬁ:rs: pengundangan Peraturan e<&._.w9.= .m..: dengan .uozasﬁmsz:w» dalam Berita _u.uaar. Kota Goromalo

Ditetapkan di Qon.oza_o.

numcs_fumm.. uo_u.
WALIKOTA GORONTALO, ;«

ADHAN DAMBEA

BERITA U>mw>z. TA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 7



